INSENTIF PAJAK ATAS BANGUNAN HIJAU:
SEBUAH STUDI KOMPARASI

Dhian Adhetiya Safitra

Magister Studi Lingkungan, Universitas Terbuka

Alamat Email: 530061999 @ecampus.ut.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[09 01 2022]

Dinyatakan Diterima
[30 03 2022]

KATA KUNCI:
Insentif Pajak, Pajak Bumi dan

Bangunan, Green Building

KLASIFIKASI JEL: H24, H26

ABSTRACT

Tax incentives on green buildings are one way to increase green building growth.
Tax incentives have been carried out in several countries in various forms. This
study analyzes the existing literature to compare implementation in several
countries, existing incentives, findings on the provision of incentives, and
strategies for providing incentives. From the results of the study, it is known that
there are several differences in the provision of incentives such as in the form of
deductions, deductions, taxes on property or other taxes, given once or for
several years, criteria for residential or commercial buildings, and carried out at
the central or regional government level. In its implementation, all countries
require the involvement of a third party to provide eco-labelling as a basis for
providing incentives. Although there are criticisms of the risk of a third party
conflict of interest, with localization of policies at the regional level, the
supervisory mechanism will be more effective and efficient.

ABSTRAK

Insentif pajak atas bangunan hijau merupakan salah satu cara untuk
mempromosikan pertumbuhan bangunan hijau. Pemberian insentif pajak ini
telah dilakukan di beberapa negara dengan berbagai bentuk. Penelitian ini
menganalisis literatur yang ada untuk melihat perbandingan implementasi di
beberapa negara, mengidentifikasi insentif yang ada, mengidentifikasi kritik
atas implementasi pemberian insentif, serta strategi terhadap pemberian
insentif. Dari hasil kajian literatur diketahui bahwa terdapat beberapa
perbedaan prinsip pemberian insentif seperti bentuk insentif (berupa
potongan, pengurangan, pembebasan pajak atas properti atau pajak lainnya),
diberikan satu kali atau beberapa tahun, kriteria bangunan residensial atau
komersial, serta dilakukan di level pemerintah pusat atau daerah. Dalam
implementasinya, semua negara membutuhkan keterlibatan pihak ketiga untuk
memberikan eco-labelling sebagai dasar pemberian insentif. Walaupun
terdapat kritik atas risiko konflik kepentingan pihak ketiga, dengan adanya
lokalisasi kebijakan di level daerah, mekanisme pengawasan menjadi lebih
efektif dan efisien.
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1. PENDAHULUAN

Tuntutan kepada pemerintah dari lembaga
dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United
Nations, 2020) dan masyarakat dunia (Rafaty, 2018)
dalam upaya mengampanyekan dan mendorong
pembangunan berbasis keberlanjutan terus meningkat
(Queena & Edwin, 2008). Hal ini memicu beberapa
milestones yang mengumpulkan banyak negara untuk
berkomitmen untuk bekerja sama mewujudkan
pembangunan tanpa mengabaikan keberlanjutan
lingkungan; yang paling akhir kita sering mendengar
konsep Sustainability Development Goals (SDGs)
(Centobelli et al., 2020). Indonesia merupakan salah
satu negara yang secara politik menyatakan
komitmennya menyisipkan tujuan SDGs dalam setiap
kebijakan pembangunannya, dari kebijakan
pemerintah pusat dan bahkan hingga tingkat desa
(Iskandar, 2020).

Semangat desentralisasi yang
mendistribusikan peran pemerintah pusat dalam
melaksanakan pembangunan pada pemerintah daerah
merupakan upaya untuk memberikan fleksibiltas
pembangunan berkelanjutan (Wiyekti, 2021). Untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,
pemerintah daerah bertanggungjawab memastikan
pemberian izin pembangunan yang telah memenubhi
kriteria pembangunan berkelanjutan atau memenubhi
kriteria bangunan hijau atau ramah lingkungan
(Nadiroh et al., 2020).

Guidry (2004) menjelaskan bahwa konsep
bangunan hijau merupakan salah satu bentuk
pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan
berkelanjutan seperti hemat energi, penggunaan
sumber energi alternatif selain bahan bakar fosil, atau
prinsip hijau lainnya. Konsep ini dapat meningkatkan
citra positif bagi pemerintah, peningkatan pajak
properti berbasis lingkungan, menekan produksi
polusi, serta menghemat berbagai biaya lainnya,
seperti  biaya kerusakan lingkungan (Guidry,
2004).Penggunaan sumber daya alam pada
pengoperasioan fasilitas bangunan konvensional
menyebabkan dua dampak terhadap lingkungan
(Simarmata et al., 2021). Pertama, jika sumber energi
yang digunakan tidak terbarukan maka persediaan
sumber energi tersebut akan menyusut. Hal ini yang
dialami pada konsumsi sumber energi fosil. Kedua,
terdapat dampak sumber energi fosil seperti residu
hasil pembakaran yang menghasilkan gas rumah kaca
(Pongtuluran, 2015).

Sumber daya terus menyusut dari masa ke
masa, baik sumber daya alam untuk bahan baku
maupun ketersediaan ruang atau lahan. Aktivitas
ekonomi atau pembangunan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meningkatkan
residu aktivitas yang mendegradasi lingkungan, seperti
gas rumah kaca, berkurangnya hutan, atau langkanya
ketersediaan air bersih (Simarmata et al., 2021). Secara
sederhana, dapat disimpulkan bahwa pembangunan

gedung-gedung  penyokong  aktivitas  manusia
merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas
lingkungan (Olubunmi et al., 2016). Kontribusi gedung-
gedung ini terhadap kerusakan lingkungan didominasi
penggunaan energi tidak terbarukan yang berlebihan
(Guidry, 2004).

Pada tahun 2018, Indonesia masuk ke dalam
sepuluh negara penyumbang karbon terbesar di dunia
(WRI, 2020). Salah satu sumber dari penyumbang
karbon di Indonesia adalah konsumsi energi disusul
sektor kehutanan, baik berasal dari kebakaran hutan
atau alih fungsi lahan. Dari Error! Reference source not
found. dapat terlihat bahwa sektor energi sangat
berkontribusi terhadap besaran gas rumah kaca
setelah sektor kehutanan dan alih fungsi lahan. Skema
yang dapat memberikan perubahan perilaku konsumsi
energi adalah pemberian insentif atas bangunan
residensial dan komersial (Azis, 2017).

Gambar 1 Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu
ton CO2e), 2001-2017
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(2018)

Listrik merupakan salah satu subsektor energi
yang cukup dominan di Indonesia (Dewan Energi
Nasional, 2019). Tercatat keperluan rumah tangga
mencapai 31% dari total komsumsi energi nasional di
tahun 2018 disusul sektor transportasi (29-31%) dan
sektor industri (22.19%) (Dewan Energi Nasional,
2019). Data lain menggambarkan bahwa penggunaan
energi di sektor rumah tangga didominasi penggunaan
fasilitas gedung seperti penggunaan energi
pengkondisi udara (62%) dan diikuti dengan fasilitas
pendukung bangunan seperti lift, eskalator, dan
peralatan listrik lainnya (B2TKE— BPPT, 2020, hal. 93).
Untuk bangunan konvensional, kebutuhan energi atas
fasilitas bangunan tersebut sangat bergantung pada
penyedia listrik, dalam hal ini PLN yang sebagian besar
pembangkit listriknya masih bergantung pada bahan
bakar fosil (B2TKE— BPPT, 2020)

Salah satu upaya menekan dampak buruk
konsumsi energi gedung konvensional adalah
mempromosikan dan mendorong pembangunan
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gedung berkonsep hijau yang populer dikenal dengan
terminologi green building (Franco et al., 2021).
Gedung  konvensional kurang  memperhatikan
efektivitas penggunaan ruang. Dampaknya adalah
penggunaan perangkat listrik tambahan untuk
meningkatkan kenyamanan penghuninya seperti
penggunaan lampu pada siang hari atau penggunaan
air conditioner untuk menyejukkan. Konsumsi energi
yang tinggi ini menambah beban pembangkit listrik
massal, yang umumnya berbahan bakar fosil. Selain itu,
gedung konvensional sangat bergantung pada
penyedia listrik massal, sedangkan bangunan
berkonsep hijau lebih mandiri menggunakan
pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti
pembangkit listrik tenaga surya. Untuk mendorong
agar pengembang atau pemilik bangunan lebih
memilih pembangunan bangunan berkonsep hijau ini,
pemerintah perlu memberikan stimulus.

Dalam implementasi pemberian insentif di
beberapa negara, insentif  diberikan agar
pembangunan bangunan berkonsep hijau lebih dipilih
daripada bangunan konvensional. Insentif yang
diberikan berupa insentif fiskal atau insentif struktural
(Pablo-Romero et al., 2013). Insentif fiskal dapat
diberikan dengan cara memberikan potongan atas
pajak properti, subsidi, atau bantuan biaya
pembangunan. Insentif fiskal seperti potongan pajak
properti merupakan insentif yang cukup populer dan
sudah diterapkan di negara-negara maju seperti
Spanyol, Amerika Serikat, atau Kanada. Insentif
struktural berupa bantuan teknis seperti jasa
konsultasi, jasa pemasaran, dan pemberian label green
pada produk bangunan hijau (Azis et al., 2016).
Pemberian insentif fiskal dan struktural pada bangunan
hijau terbukti meningkatkan pertumbuhan bangunan
hijau di sektor konstruksi (Pablo-Romero et al., 2013)
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Penambahan Jumlah Bangunan Hijau Setelah
Implementasi Insentif Bangunan Hijau

Jumlah Jumlah
Negara Tahun Durasi Bangunan | Bangun-
(Tahun) Hijau anHijau
Sebelum Setelah
Hongkong | 2011- 4 225 416
2015
Singapura | 2005- 10 17 1.696
2015
Malaysia 2009- 4 1 137
2013
India 2001- 7 1 1.500
2018

Sumber: Basten et al. (2018)

Telah banyak studi yang mempelajari atau
meninjau implementasi pemberian insentif pada
bangunan hijau, tetapi tidak banyak vyang
membandingkan implementasi antarnegara,
khususnya penerapan di Indonesia. Dengan

membandingkan penerapan di negara yang telah
mengimplementasikan kebijakan terkait bangunan
hijau, Indonesia dapat mengadopsi strategi kebijakan
yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Beberapa
penelitian tentang insentif pajak atas upaya
mendorong pembangunan bangunan hijau antara lain
dilakukan oleh Chow dan Wilson (2011) dan Shan et al.
(2020) di Singapura yang menemukan bahwa
pembebanan pajak yang tinggi atas bangunan
konvensional menjadi disinsentif atas pembangunan
gedung konvensional. Berbeda di Australia, menurut
Oppewal et al. (2010), insentif pajak diberikan saat
pembelian properti, sedangkan di India, insentif
diberikan dalam bentuk potongan dan kredit pajak
nonproperti  (Sharma, 2018). Di Indonesia, literatur
insentif pajak atas bangunan hijau belum sepenuhnya
diterapkan untuk mengampanyekan pemanfaatan
bangunan ramah lingkungan karena insentif pajak atas
properti di Indonesia lebih ditujukan untuk
meningkatkan kepatuhan pembayaran (Lestari et al.,
2021). Saat ini di Indonesia insentif terkait bangunan
hijau ditemukan dengan bentuk potongan atau
pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada penelitian yang ditemukan pada negara
lain, insentif pajak pada properti merupakan upaya
mendorong agar bangunan baru yang akan dibangun
menerapkan prinsip hijau dan label hijau. Olubunmi et
al. (2016) menemukan pola bahwa penerapan insentif
ekonomi pada bangunan hijau merupakan fase awal
dari upaya mendorong pembangunan gedung
berkonsep hijau. Insentif ekonomi yang paling banyak
diterapkan adalah insentif pajak baik berupa
pemotongan pajak properti atau bahkan pajak lainnya
seperti pajak penghasilan.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan
perbandingan implementasi insentif fiskal bangunan
hijau, khususnya dalam bentuk pajak vyang
berhubungan dengan properti, mengidentifikasi
insentif yang ada, mengidentifikasi kritik atas
implementasi pemberian insentif, serta strategi
terhadap pemberian insentif.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
menggunakan analisis konten dalam
menginterpretasikan data secara sistematik
sebagaimana yang dimaksud oleh Schreier (2012).
Intrepretasi data secara sistematik dilakukan dengan
tiga tahap: mencari sumber literatur yang relevan,
memilih dan menganalisis literatur secara bertahap
(judul, abstrak, kesimpulan, pembahasan), dan
memastikan konsistensi pengkodean data. Kerangka
kerja sistematik yang digunakan mengadaptasi
kerangka kerja Krippendorff (2018, hal. 29-39), dapat
dilihat pada Error! Reference source not found..
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Data dikumpulkan dari basis data tulisan
ilmiah elektronik yang diawali dengan pencarian pada
mesin pencari Google Scholar dengan rincian jurnal
yang terbit sejak 1980. Selain dari Google Scholar,
informasi dari laman resmi institusi terkait ditandai
dengan laman berdomain .edu, .gov, .go, atau .org
digunakan karena tidak semua informasi ada dalam
basis data Google Scholar (Giustini & Boulos, 2013).
Boolean operators (Oldroyd & Schroder, 1982)
digunakan untuk melakukan pencarian operator.
Strategi yang dilakukan adalah menggabungkan
beberapa kata kunci seperti green building incentives,
sustainability incentives, dan sustainable building, baik
dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.
Setelah literatur yang relevan diperoleh, dilakukan
tahapan analisis dengan mengelompokkan informasi
sesuai kode dan menarasikan hasil temuan.

Gambar 2 Kerangka Analisis
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Sumber: Krippendorff (2018)

3. PEMBAHASAN
3.1. Pencarian Dokumen yang Relevan

Dari hasil pencarian literatur didapatkan
dokumen, baik dari hasil penelitian maupun dokumen
yang masuk kategori grey literature. Data hasil
pencarian dokumen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pencarian

Situs
. Jurnal Gre .edu
No Kata Kunci /buku Literat);re dan
.org
& green building/
construction
5 Energi 1
consumption
Jumlah 43 2 2

Situs
. Jurnal Grey .edu
No Kata Kunci /buku  Literature dan
.org
1. Green* building/ 24 2

construction* &
incentives*

2. Sustainability* & 12 1
incentives*

3 Green* 2
construction*/ &
development*

4 Tax 5

rebate/incentives

! Cadastral value merupakan nilai transaksi yang tercatat pada land
registry, yang nilainya tidak lebih tinggi dari nilai pasar (Guadalajara

etal., 2021)

Sumber: diolah penulis

Sumber literatur didominasi dengan sumber
dari jurnal terpublikasi yang dapat diakses atau
diunduh. Terdapat dua literatur dari grey literature dan
dua dari laman dengan domain .edu
(ink.library.smu.edu.sg ) dan .org (www.jikostik.org).

3.2. Analisis Data

Dari hasil tinjauan literatur dan analisis konten,
terdapat beberapa kelompok informasi yang kami
jadikan pokok pembahasan dalam perbandingan
penerapan insentif di beberapa negara, yaitu: (1) jenis
insentif, (2) besar insentif, (3) masa berlaku insentif (4)
objek insentif, (5) prosedur (6) penerapan, dan (7)
kriteria pemberian insentif. Jenis insentif yang
diberikan ada yang berupa pengurangan/penurunan
tarif/pembebasan/potongan pajak properti dan/atau
pajak lainnya. Perbedaan skema insentif memengaruhi
dasar dan besar tarif. Objek insentif umumnya berupa
semua properti baik properti komersial atau
residensial. Namun, terdapat beberapa negara, seperti
Italia dan Amerika Serikat, yang hanya memberikan
insentif pajak pada properti residensial.

3.2.1. Penerapan Insentif di Beberapa Negara
a. Spanyol

Spanyol merupakan salah satu negara Eropa
yang menerapkan insentif pengurangan pajak properti
untuk bangunan hijau. Hal ini bertujuan untuk
mempromosikan pembangunan berkonsep hijau. Saat
ini, Spanyol menerapkan tarif pajak properti sebesar
0,4-1,1% dari cadastral value! untuk properti
perkotaan dan 0,3-0,9% untuk perdesaan. Tarif pajak
ini dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebijakan
pemerintah daerah setempat (Azis et al., 2016).

Upaya mendorong bangunan hijau ditandai
dengan pemberian insentif ekonomi berupa
pengurangan pajak properti. Tidak semua kota di
Spanyol menerapkan insentif berupa potongan pajak.
Tercatat pada 2010, hanya 314 dari 7.587 kota yang
menerapkan insentif ini. Kota-kota tersebut
menampung 32% dari populasi penduduk di Spanyol
karena kota yang menerapkan insentif merupakan
kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona. Setiap
insentif yang diberikan ditanggung oleh pemerintah
kota setempat tanpa kontribusi pemerintah pusat. Hal
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ini dapat menjelaskan penyebab tidak banyak kota
yang memberikan insentif pada pajak properti (Villca-
Pozo & Gonzales-Bustos, 2019).

Pemerintah daerah di Spanyol memberikan
potongan atas pajak properti dengan kriteria ramah
lingkungan dalam hal konsumsi energi. Salah satu
indikatornya adalah penggunaan panel surya untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik. Regulasi yang ada
memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan
potongan pajak properti hingga 50% bagi bangunan
hijau di tahun pemasangan panel surya (Gouchoe,
2000). Tercatat beberapa pemerintah daerah di
Spanyol yang berani memberikan potongan pajak
properti hingga 50% seperti kota Sevila, Granada, Jaen,
Huesca, Santander, Avila, dan beberapa kota lainnya
(Azis et al., 2016; Frej & Browning, 2005). Proses
pemberian potongan pajak dapat dilakukan pada saat
proses instalasi panel tenaga surya yang telah diberi
persetujuan oleh otoritas pajak setempat (Villca-Pozo
& Gonzales-Bustos, 2019). Walaupun belum
terintegrasi dengan pemberian insentif atau potongan
pajak, di Spanyol juga dikenal sertifikasi atas bangunan
hijau yang dikenal dengan VERDE (Cordero et al., 2019).

Implementasi pemberian insentif di Spanyol
didelegasikan ke pemerintah daerah. Pendelegasian ini
serupa dengan yang diterapkan di Indonesia yang
mendelegasikan pemungutan pajak properti (PBB-P2)
kepada pemerintah daerah. Terdapat pelajaran yang
bisa kita ambil dari implementasi di Spanyol, bahwa tax
expenditure atas pemberian insentif bangunan hijau
ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga
tidak semua daerah menerapkan insentif ini. Namun,
ini adalah trade off yang dapat dipilih pemerintah
daerah. Perbedaan perlakuan pajak di suatu daerah
memengaruhi perilaku pembayar pajak. Insentif ini
akan mendorong pengembang properti memilih
daerah yang memberikan insentif. Saat suatu daerah
memberikan insentif pada bangunan hijau, belanja
pajak atas insentif tersebut akan digantikan dengan
potensi  penerimaan lain  akibat ketertarikan
pengembang membangun bangunan hijau di daerah
tersebut.

b. Italia

Tarif pajak properti di Italia sebesar 0,4-0,7%
dengan basis pajak adalah nilai pasar dari properti
tersebut (Agnoletti et al., 2020). Sejak 2008,
berdasarkan regulasi yang berlaku di daerah,
pemerintah daerah dapat menerapkan tarif lebih
rendah dari 0,4% untuk properti atau bangunan yang
menggunakan energi terbarukan seperti energi surya,
energi angin, energi hidro, energi panas, atau energi
biomassa. Pengurangan pajak diberikan selama
maksimal 3 tahun dalam penggunaan sistem energi
panas, dan 5 tahun selain itu. Insentif fiskal ini hanya
berlaku untuk properti residensial. Berbeda dengan
Spanyol, yang hanya memberikan insentif pada awal
instalasi panel surya, Italia memberikan insentif lebih

menarik, di mana insentif diberikan atas pajak properti
selama 3-5 tahun. Prinsip ini dapat diterapkan di
Indonesia, dengan memberikan tarif khusus bagi
bangunan hijau selama rentang tahun tertentu. Setelah
waktu yang ditentukan telah habis, skema inspeksi
dapat dilakukan untuk mengevaluasi apakah insentif
dapat diperpanjang atau dihentikan. Proses inspeksi
dapat diintegrasikan dengan proses pemutakhiran
NJOP sebagai bagian dari amanat Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pusat Daerah (UU KHPD) vyang mengarahkan
pemerintah daerah untuk menetapan NJOP paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

c. Kanada

Dasar pengenaan pajak properti di Kanada
adalah nilai pasar yang tarifnya sebesar 0.25% s.d.
1.78% vyang ditetapkan oleh pemerintah daerah
masing-masing. Pengecualian atau pembebasan
pengenaan pajak properti di Kanada diberikan bagi
properti dengan prinsip bangunan hijau (Affolderbach
& Schulz, 2018). Instalasi pembangkit energi yang
terbarukan dapat diberikan insentif berupa 100%
pembebasan pengenaan pajak properti. Pembebasan
pajak properti didasarkan dari nilai atau biaya
pemasangan alat/instalasi pembangkit listrik energi
terbarukan yang meningkatkan efisiensi penggunaan
energi pada bangunan tersebut. Alat yang dapat
menjadi pemicu pembebasan pajak properti harus
memiliki  sertifikat hijau. Pembebasan berlaku
maksimal selama 7 tahun yang diberlakukan atas
properti residensial, komersial, atau penggunaan
campuran (Azis et al., 2016).

d. Amerika Serikat

Sama dengan Kanada, dasar pengenaan pajak
properti di Amerika Serikat adalah nilai pasar properti.
Sekitar 32 negara bagian di Amerika Serikat telah
menerapkan insentif pajak properti atas bangunan
hijau, khususnya untuk bangunan residensial
(Adekanye et al., 2020). Contoh implementasi insentif
bangunan hijau di Alaska adalah pembebasan hingga
100% pajak properti berdasarkan dari nilai pembangkit
listrik yang digunakan. Pembangkit listrik yang masuk
dalam definisi bangunan hijau adalah pembangkit
listrik yang tidak menggunakan bahan bakar fosil (Azis
et al.,, 2016). Sama halnya di Arizona, pembebasan
dapat diberikan hingga 100% dari pajak terutang.
Proses pembebasan didahului dengan inspeksi dari
otoritas pajak setempat untuk memastikan dokumen-
dokumen pendukung pembelian dan instalasi
peralatan terkait (E.__Choi, 2010). Pengajuan
pembebasan tidak boleh lebih dari enam bulan sejak
pembangkit listrik diinstalasi ke bangunan. Beberapa
negara bagian lainnya menerapkan prinsip yang sama.
Persentase potongan pajak properti di Amerika
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didasarkan pada level sertifikasi®? atas alat yang
diinstalasikan. Potongan diberikan sebesar 14% untuk
bangunan vyang tersertifikasi LEED, 10-40% untuk
bangunan tersertifikasi silver LEED, 18-60% untuk gold
LEED, dan 20-100% untuk platinum LEED (Azis et al.
2016; Prum et al., 2012).

e. Malaysia

Di Malaysia, basis pengenaan pajak properti
adalah nilai sewa dengan tarif progresif dari 0 hingga
30%. Potongan pajak properti untuk bangunan hijau
telah diterapkan sejak tahun 2011. Besarnya potongan
pajak properti adalah sebesar 100% atau RM500
bergantung mana yang paling rendah (Aliagha et al.,
2013). Insentif pajak properti di Malaysia tidak
didasarkan atas hasil penilaian properti maupun
berdasarkan kriteria green building index (GBI)3.
Insentif dikembangkan sendiri secara mandiri oleh
lembaga nonpemerintah (Azis, 2017). Pemotongan
pajak yang disetujui akan tercatat pada rekening pajak
properti yang terdaftar pada otoritas pajak setempat
sebagai ganti pembayaran pajak properti (Azis et al.,
2016). GBI merupakan indeks yang dikembangkan oleh
pemerintah Malaysia dengan konsep yang mirip
dengan LEED di Amerika Serikat.

f. India

India merupakan salah satu negara di Asia yang
juga menerapkan insentif atas bangunan hijau. Basis
pajak properti di India adalah nilai sewa tahunan atas
properti terkait. Lima daerah di India telah
menerapkan insentif bangunan hijau, yaitu Madhya
Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, dan
Bengal Barat (Sharma, 2018). Kebanyakan insentif
berupa potongan pajak bagi bangunan yang
menggunakan sistem pembangkit tenaga surya untuk
air panas maupun sistem panen air hujan (Azis et al.,
2016). Potongan pajak sebesar 5-10% dari nilai sewa
atau total sebesar Rs500. Untuk kota Maharashtra,
insentif diberikan bergantung pada level sertifikasi
GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat
Assessment) sebagai alat menentukan besarnya
potongan pajak (Azis, Sipan, Sapri, et al., 2013).
Potongan pajak berlaku untuk semua jenis properti di
India berbasis pajak yang terutang pada tahun terkait.

g. Indonesia

Potongan pajak properti di Indonesia, dalam hal ini
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2), juga telah diterapkan di beberapa
kota di Indonesia. Menurut Pahnael et al. (2020),
Bandung merupakan salah satu kota yang paling awal
menerapkan insentif pajak atas bangunan hijau.
Insentif bangunan hijau diberikan pada bangunan yang
memiliki luasan di bawah 5.000m2? yang memiliki

2 Sertifikasi LEED (leadership in energi and environmental design)
merupakan sistem pemeringkatan bangunan hijau (US Green
Building Council, 2005)

sertifikat green building. Pengurangan dikenakan

sebesar 20% dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang,

untuk bangunan yang memiliki sertifikat bintang 2, dan

sebesar 30% untuk bangunan yang memiliki sertifikat

bintang 3. Insentif diberikan selama satu tahun dengan

mengajukan pemotongan pajak yang dilampiri

sertifikat green building. Sertifikat ini dikeluarkan oleh

lembaga nonpemerintah Green Building Council

Indonesia (GBCI) dengan menerapkan enam kategori

greenship dengan kekhasan Indonesia (Pahnael et al.,

2020). Kategori tersebut yaitu (Widyawati, 2018):

1) ASD - Appropriate Site Development — Sesuai Tata
Guna Lahan;

2) EEC - Energy Efficiency and Conservation —
Efisiensi dan Konservasi Energi;

3) WAC - Water Conservation — Konservasi Air;

4) MRC - Material Resource and Cycle — Sumber dan
Siklus Material;

5) IHC - Indoor Health Control - Kualitas Udara dan
Kenyamana Ruang;

6) BEM - Building and Environmental Management —
Manajemen Bangunan dan Lingkungan.

Konsep berbeda diterapkan oleh Kabupaten
Teluk Bintuni, Papua Barat. Skema yang digunakan
untuk mengapresiasi adanya bangunan hijau adalah
membedakan tarif pengenaan pajaknya. Tarif PBB-P2
ditetapkan sebesar 0,1-0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang mencerminkan nilai pasar properti, tetapi
untuk bangunan ramah lingkungan dan cagar budaya,
dapat dikenakan tarif sebesar 0,05%. Hal ini tertuang
pada Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
3 Tahun 2013. Namun, dalam regulasi yang ada, tidak
dijelaskan kriteria suatu bangunan termasuk dalam
kategori ramah lingkungan. Pola serupa juga
diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah lainnya
seperti  Kota Palangkaraya dan Samarinda yang
memberikan tarif khusus PBB-P2 untuk bangunan
ramah lingkungan sebesar 0,05% untuk bangunan
dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dan
sebesar 1% untuk bangunan dengan nilai di atas
Rp1.000.000.000,00. Definisi ramah lingkungan di
kedua kota tersebut dikaitkan dengan manajemen atau
teknologi yang berdampak positif bagi kelestarian
lingkungan. Saat ini, konsep pemberian insentif pada
bangunan hijau dapat kembali didorong, sejak
penerapan pajak karbon untuk pembangkit listrik yang
kurang ramah lingkungan di Indonesia.

Di DKI Jakarta, upaya meningkatkan jumlah
bangunan hijau telah terinisiasi sejak tahun 2012.
Tercatat pada tahun 2021-2019 terdapat 389
bangunan dengan luas lantai lebih dari 25 juta meter
persegi yang telah sesuai dengan regulasi terkait
bangunan hijau. Namun, regulasi ini hanya

3 GBI berlaku di Malaysia sejak tahun 2009 (Azis, Sipan, & Sapri
2013)
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diberlakukan untuk bangunan dengan luas lantai lebih
dari 10.000 m2. Pendekatan vyang diterapkan
Pemerintah DKI Jakarta lebih ke penerapan regulasi
yang memberikan disinsentif bagi bangunan yang tidak
patuh pada regulasi (Sahid et al., 2021).

3.2.2. Jenis-Jenis Insentif

Dari tinjauan literatur pada beberapa negara,
termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa
kecenderungan kebijakan insentif yang dibuat lebih ke
insentif ekonomi berupa pemotongan/pembebasan/
pengurangan pajak, baik pajak properti atau pajak
lainnya. Namun, sebenarnya terdapat beberapa jenis
insentif. Olubunmi et al. (2016) mengategorikan
insentif atas bangunan hijau menjadi dua kelompok
yaitu:
a. Insentif Eksternal

Insentif eksternal atau ekstrinsik merupakan
insentif yang disediakan oleh pemerintah. Untuk
mendapatkannya terdapat kriteria yang harus dipenubhi
oleh pihak yang mengajukan insentif. Hal ini menjadi
penting karena terdapat unsur hukum saat pemerintah
memberikan insentif berupa kebijakan yang
memengaruhi anggaran negara. Prinsip insentif
eksternal ini mengadopsi prinsip yang ada pada self-
determination theory bahwa dorongan dari pihak
eksternal dapat mengubah perilaku (Reeve, 2002).
Dorongan eksternal dapat berupa insentif, hukuman,
penundaan, dan jenis lainnya (Ryan & Deci, 2000).

Faktor penting dalam implementasi insentif
eksternal adalah peran pemerintah, mengingat
pemerintah merupakan salah satu pihak yang banyak
melakukan proses pembangunan dalam konteks
penyediaan layanan publik (Abidin & Powmya, 2014;
Saka et al., 2021) serta pemberi insentif eksternal.
Walaupun demikian, insentif eksternal ini disarankan
tidak hanya merambah proyek vyang berhasil
terlaksana, karena pembangunan sektor swasta juga
banyak yang terkendala biaya. Insentif dapat diberikan
untuk pada sektor investasi yang bertujuan
membangun bangunan hijau (Sentman et al., 2008).
Insentif Eksternal dapat diberikan dalam dua jenis
insentif, yaitu:

1) Insentif Finansial

Insentif finansial dapat berupa bantuan dana
pengembangan, potongan pajak, atau insentif pajak
(Diyana & Abidin, 2013). Insentif ini paling umum
digunakan sebagaimana dibahas implementasinya
pada beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa insentif finansial, baik
positif atau negatif, efektif mengubah perilaku dari
subjek kebijakan (Tinker et al., 2006), terbukti dengan
meningkatnya jumlah bangunan berkonsep hijau
(Aliagha et al., 2013). Dalam konteks perpajakan, jenis
insentif dapat berupa pengenaan tarif khusus,
pengurangan/pemotongan pajak, atau pembebasan
pajak.

2) Insentif Non-finansial

Insentif non-finansial dapat berupa kepadatan
lantai, bantuan teknis, kemudahan perijinan, bantuan
pemasaran dengan pemberian label hijau, dan institusi
khusus yang membantu proses pembangunan dan
perencanaan bangunan hijau (C. Choi, 2009).
Pemberian insentif non-finansial diberikan pemerintah
daerah setempat dengan hak istimewa selama
persyaratan yang ditetapkan terpenuhi misal
bangunan sesuai dengan zona peruntukan,
menggunakan desain yang mengoptimalkan bukaan
seperti luasan halaman depan, atau kriteria lain yang
ditetapkan pengambil kebijakan. Contoh lain selain
kemudahan perizinan adalah pemberian izin
membangun yang lebih luas atau lebih tinggi dari
bangunan di zona yang sama. Walaupun biaya
operasional bangunan hijau lebih mahal, pendapatan
atas tambahan luas lantai yang diizinkan meningkat
karena bangunan tersebut memiliki sertifikat hijau.
Secara tidak langsung insentif ini juga memberikan
keuntungan finansial (Darko et al., 2018).

Dalam implementasinya, pemberian insentif
tidak selalu berhasil, sehingga terkadang perlu
diberikan disinsentif (Sentman et al., 2008). Salah satu
contoh penerapannya adalah mewajibkan
pembangunan dengan konsep hijau di suatu kawasan
baru. Saat pembangunan tidak dilakukan sesuai
kriteria, maka pengembang akan menerima disinsentif
atau sanksi (Ahn et al., 2011). Cara ini dipandang cocok
untuk target jangka pendek. Penerapannya dapat
diberlakukan secara bersamaan, yaitu pengembang
akan mendapatkan insentif eksternal jika memenuhi
kriteria pembangunan hijau dan mendapatkan sanksi
jika sebaliknya (Gou et al., 2013). Contoh dari insentif
ini  adalah kemudahan dalam perizinan saat
pengembang membangun bangunan hijau.

b. Insentif Internal

Prinsip kolaborasi harus diterapkan antara
pemerintah daerah dan pemilik bangunan untuk
meningkatkan jumlah bangunan hijau, sedangkan
pemerintah tidak dapat mewujudkan hal tersebut
sendirian. Insentif internal menjadi salah satu
pelengkap upaya eksternal yang dilakukan oleh
pemerintah (Olubunmi et al., 2016). Insentif internal
hanya dapat diperoleh saat stakeholder bangunan
memiliki dorongan intrinsik. Beberapa insentif internal
yang dapat diperoleh antara lain:
1) Kenyamanan

Saat ini, aktivitas manusia lebih dominan berada
di dalam bangunan atau ruang. Banyaknya waktu yang
diluangkan dalam ruangan menjadi tuntutan untuk
mendapatkan kenyamanan pada suatu bangunan.
Kenyamanan merupakan insentif internal vyang
diperoleh dari suatu bangunan hijau karena konsep
pembangunan berkelanjutan selalu berkaitan dengan
peningkatan kesejahteraan manusia. Saat bangunan
nyaman, tingkat produktivitas meningkat, maka
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penyewa lebih “betah” untuk tetap memiliki usaha di
gedung tersebut dan tentunya mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi di gedung tersebut
(Olubunmi et al., 2016).
2) Citra dan Reputasi

Insentif internal lainnya adalah peningkatan
citra atau reputasi gedung atau stakeholder bangunan
hijau. Pengakuan ini dapat diperoleh dengan
pemberian sertifikasi hijau melalui mekanisme
penilaian yang terstandar. Pemberian label atau
sertifikasi hijau dapat memberikan keunggulan
kompetitif yang membantu pengguna untuk memilih
bangunan sesuai preferensi kepedulian lingkungan
mereka (Doan et al., 2017).

Tabel 3 memberikan gambaran bentuk-

bentuk insentif finansial dan insentif nonfinansial yang
ada pada negara-negara terkait.

Tabel 3 Perbandingan Pemberian Insentif

Negara Insentif Insentif
Finansial Nonfinansial
Spanyol Potongan Eco-Label
Pajak VERDE
Italia Tarif Khusus  Eco-Label
LEED
Kanada Pembebasan  Eco-Label
LEED
Amerika Serikat Pembebasan  Eco-Label
pajak LEED
Malaysia Potongan Eco-Label GBI
Pajak
India Potongan Eco-Label
Pajak GRIHA
Indonesia Potongan Eco-Label
pajak/tarif GBC/
khusus

Sumber: diolah Penulis

Dari Tabel 3, kita dapat mengetahui bahwa konsep
ecolabel LEED banyak diterapkan pada negara-negara
yang menjadi contoh.

3.2.3.  Kritik atas Insentif Bangunan Hijau

Walaupun telah banyak penelitian yang
menunjukkan pemberian insentif dapat meningkatkan
jumlah bangunan hijau, terdapat beberapa kritik atas
pemberian insentif, antara lain:
a. Pemberian Sertifikasi Bangunan Hijau

Shapiro  (2011) memberikan kritik terkait
mekanisme pemberian sertifikasi bangunan hijau.
Pemberian sertifikasi dan peringkat atau level
bangunan hijau yang dikelola pihak ketiga kadang
menghasilkan penilaian yang bias sebagaimana
ditemukan oleh Yeom dan Lee (2015). Terdapat
indikasi bahwa pihak ketiga memberikan kemudahan
pemberian sertifikasi agar mudah mendapatkan klien,
tetapi dugaan ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Selain
itu, untuk menjalankan proses sertifikasi dibutuhkan
biaya yang tidak murah. Hal tersebut mengakibatkan

insentif yang diberikan pemerintah dianggap nihil,
karena insentif yang diberikan sama atau bahkan lebih
kecil daripada biaya vyang dikeluarkan untuk
mendapatkannya. Kritik selanjutnya adalah, sertifikasi
hijau hanya ideal untuk pembangunan bangunan baru,
sehingga bangunan yang sudah terlanjur dibangun
tanpa memperhatikan prinsip hijau tidak mudah dan
murah untuk mendapatkan insentif (Shapiro, 2011).
b. Kurangnya Pengawasan

Telah dijelaskan sebelumnya, prinsip disinsentif
dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan
area berkonsep hijau. Olubunmi et al. (2016)
menemukan bahwa banyak proses pengawasan yang
sangat kurang karena saat suatu bangunan diajukan
sertifikasi bangunan hijau, regulasi yang ada kurang
memiliki prosedur untuk memverifikasi sertifikasi yang
diberikan pihak ketiga. Dampak dari kurangnya
pengawasan adalah insentif diberikan untuk bangunan
yang tidak memenuhi kriteria, tentunya ini menjadi
kerugian negara, berupa potongan pajak yang tidak
seharusnya (Olubunmi et al., 2016; Rainwater, 2008).

3.2.4. Strategi Penerapan Insentif Bangunan Hijau
Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan
dampak pemberian insentif bangunan hijau, terdapat
beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah,
antara lain:
a. Meningkatkan Kontribusi Sektor Swasta
Pemerintah merupakan pihak yang sangat
berperan dalam pemberian insentif, khususnya insentif
pada pajak properti. Walaupun pada penerapannya
sektor swasta jarang dilibatkan, tetapi sektor swasta
memiliki peran penting dalam kesuksesan peningkatan
jumlah bangunan hijau (Olubunmi et al., 2016;
Roodman et al., 1995). Sektor swasta khususnya jasa
keuangan dapat berkontribusi pada proyek-proyek
bangunan hijau dengan memberikan suku bunga
rendah bagi kontraktor. Selain itu, jasa asuransi dapat
memberikan insentif non-finansial yang
mengampanyekan manfaat dari bangunan hijau.
Insentif tidak langsung dapat diberikan ke sektor-
sektor swasta pendukung, sehingga terjadi kolaborasi
antara pemerintah-sektor swasta dalam upaya
peningkatan jumlah bangunan hijau (Song & Pefia-
Mora, 2012). Insentif pemerintah bagi sektor swasta
yang mendukung, seperti jasa keuangan atau asuransi
dapat berupa pemberian “eco-labelling”, sehingga
memberikan nilai tambah pada brand perusahaan
terkait sebagaimana pendapat Teneta-Skwiercz (2020)
bahwa pemberian eco-labelling memberikan citra yang
sama bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR).

b. Lokalisasi Insentif

Dari implementasi di beberapa negara termasuk
Indonesia, diketahui bahwa terdapat perbedaan
penerapan yang disesuaikan dengan keadaan daerah
masing-masing. Pendelegasian wewenang pemberian
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insentif di lingkup pemerintah daerah merupakan salah
satu cara untuk melokalisasi insentif. Hal ini juga dapat
menekan bias pemberian label hijau, yaitu tiap daerah
dapat mendelegasikan wewenang pemberian label
atau sertifikasi ke pihak ketiga atau dilaksanakan
mandiri (Olubunmi et al., 2016). Prinsip pengelolaan
sesuai  lingkup daerah dapat meningkatkan
pengawasan serta menekan biaya pemberian
sertifikasi di mana proses survei dilakukan oleh petugas
pada daerah yang sama, dalam hal dikelola oleh
pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Konsumsi energi pada sektor residensial dan
komersial mempunyai porsi yang tidak sedikit
dibanding total jumlah konsumsi energi di semua
sektor. Dengan menstimulus perilaku konsumsi energi
melalui pemberian insentif pada pajak properti,
diharapkan mengurangi ketergantungan energi pada
bahan bakar fosil. Penelitian ini mencoba untuk
mengkaji literatur terkait insentif, khususnya pajak
properti pada penerapan bangunan berkonsep hijau
atau ramah lingkungan. Pemberian insentif telah
menjadi tren sebagai salah satu upaya meningkatkan
kebijakan pembangunan berkelanjutan. Insentif
dikategorikan menjadi insentif eksternal dan internal.
Insentif yang berkaitan dengan pajak properti
merupakan kelompok insentif eksternal, dalam hal ini
berupa insentif finansial.

Dari hasil kajian literatur, insentif pajak yang
diberikan tidak hanya atas pajak properti saja. Insentif
diterapkan dengan beberapa skema seperti skema
pemberian tarif yang khusus, pemotongan pajak,
pengurangan pajak, atau pembebasan pajak.
Pemberian insentif ini tidak bisa dilakukan hanya
dengan insentif finansial, tetapi perlu dikombinasikan
dengan jenis insentif lainnya, seperti insentif
nonfinansial berupa pemberian eco-label. Untuk
menekan biaya pemberian eco-label atau sertifikat
bangunan hijau, prinsip desentralisasi dapat menjadi
opsi, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak
yang lebih mengerti dan mengenal daerah dan
bangunan yang ada di wilayah administrasinya.
Keterlibatan pemerintah daerah ini yang menjadi
bagian dari strategi lokalisasi insentif. Selain itu,
terdapat perbedaan metode pemberian insentif,
seperti pemotongan/pembebasan/pengurangan yang
diberikan hanya satu kali saat pemasangan fasilitas
pembangkit listrik nonfosil atau rentang tahun
tertentu. Pemberian insentif dalam rentang waktu
tertentu menuai kritik di mana perlu mekanisme
pengawasan yang andal. Kriteria eco labelling yang
melibatkan pihak ketiga dapat menjadi salah satu
faktor sukses implementasi pemberian insentif,
walaupun terdapat tantangan adanya konflik
kepentingan antara mencari klien atau memberikan
penilaian yang ideal.

Dari hasil kajian literatur, terdapat beberapa
temuan yang dapat menjadi masukan bagi pengambil
kebijakan di Indonesia, baik berupa kritik implementasi
dan strategi yang bisa dilakukan. Kritik tersebut adalah
konflik kepentingan pemberi sertifikat hijau dan
kurangnya pengawasan. Namun, titik masalah dari
kritik tersebut dapat ditekan dengan penerapan
strategi implementasi pelibatan sektor swasta dan
lokalisasi kebijakan.

Hasil studi pustaka dapat memberikan
gambaran peluang penelitian di masa yang akan
datang, khususnya di Indonesia seperti efektivitas
pemberian insentif pajak properti di kota-kota yang
telah memberikan insentif atau faktor-faktor apa saja
yang memengaruhi pengembang atau pemilik
bangunan untuk membangun atau mengelola
bangunannya dengan konsep hijau. Selain itu, masih
banyak ruang kosong terkait penelitian yang berkaitan
dengan insentif internal, karena sangat berhubungan
dengan perilaku dan unsur psikologis dari stakeholder
yang terlibat.
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